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ABSTRACT
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa â€œsetiap orang yang
memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan
melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkanâ€•. Namun kenyataannya di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan
makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang melampaui ambang batas maksimal atau menambahkan zat aditif
yang berlebihan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang
mengandung zat aditif berlebihan, upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap makanan yang
mengandung zat aditif berlebihan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung
zat aditif berlebihan.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karyailmiah,
pendapat parasarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan
dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat aditif
berlebihan di Kota Banda Aceh belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap makanan yang mengandung zat aditif berlebihan
yaitu melaporkan kepada lembaga Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) yang penyelesaiannya ditempuh dengan jalur
pengadilan atau di luar pengadilan tetapi upaya ini jarang dilakukan oleh konsumen dikarenakan memakan waktu yang lama dan
biaya yang cukup besar. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran makanan yang mengandung zat aditif
berlebihan antara lain dengan tindakan preventif yaitu penyuluhan dan pengawasan serta tindakan represif yaitu dengan melakukan
peringatan dan pembinaan. 
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota B.Aceh dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar melakukan
sosialisasi dan pengawasan yang ketat serta memberikan akibat hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang masih menggunakan zat
aditif berlebihan. Disarankan kepada pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi prosedur yang
berlaku. Disarankan kepada konsumen untuk lebih peduli dalam mengkonsumsi makanan jajanan yang baik untuk kesehatan.
